PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2008;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha-raan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pgjak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimanan telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan
keuangan pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Pelayanan Umum ( lembaran negara tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembara negara tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembara
negara tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negaratahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas
Keuangan Daerah (Lembara negara tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penergpan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengel olaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengel olaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengel olaan Keuangan Daerah;

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah
Rp. 1.093.766.316.144,00 bertambah sgumlah Rp. 26.817.224.893,96 sehingga
menjadi  Rp. 1.120.583.541.037,96 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan
a Semula Rp. 1.034.766.316.144,00
b. Bertambah Rp. 48.567.363.986,00




Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.083.333.680.130,00
2. Bdanja

a Semula Rp. 1.093.766.316.144,00

b. Bertambah Rp. 26.817.224.893,96

Jumlah setelah perubahan Rp. 1.120.583.541.037,96

Surplug/(Defisit) Rp. (37.249.860.907,96)
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 90.000.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. (118.830.139.092,04)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  71.169.860.907,96

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 31.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 2.920.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp.  33.920.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 37.249.860.907,96

Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp. 0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah
1) semula Rp. 349.748.238.144,00
2) Bertambah/berkurang  Rp.  37.497.490.781,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.  387.245.728.925,00

b. DanaPerimbangan

1) semula Rp. 685.018.078.000,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 6.069.873.205,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.
.691.087.951.205,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang  Rp.  5.000.000.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp.  5.000.000.000,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri

dari pendapatan :

a Pgak Daerah
1) semula Rp. 262.905.218.935,00
2) Bertambah/berkurang Rp.  31.393.242.284,00

Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp. 294.298.461.219,00



b. Retribusi Daerah
1) semula Rp. 38.863.193.430,00
2) Bertambah/berkurang Rp.  2.858.665.189,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 41.721.858.619,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) semula Rp. 19.349.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 100.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah
setelah Perubahan Rp. 19.449.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) semula Rp. 28.630.825.779,00
2) Bertambah/berkurang Rp.  3.145.583.308,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 31.776.409.087,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari

pendapatan :
a. Danabagi hasil
1) semula Rp. 90.917.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp.  6.069.873.205,00
Jumlah Danabagi hasil setelah Perubahan Rp. 96.986.873.205,00

b. DanaAlokas Umum

1) semula Rp. 511.286.478.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Dana Alokas Umum setelah Perubahan Rp. 511.286.478.000,00

c. DanaAlokas Khusus

1) semula Rp.  37.215.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 37.215.000.000,00

d. DanaKontijens

1) semula Rp. 45.599.600.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah DanaKontijensi setelah Perubahan Rp. 45.599.600.000,00

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf (c) terdiri dari pendapatan :

a. Hibah
1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

b. DanaDarurat
1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 5.000.000.000,00




Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Dana Bagi Hasil Pgjak

1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pgak Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. DanaPenyesuaian dan Otonomi khusus

1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

e. Bantuan Keuangan dari provins atau dari pemerintah daerah lainnya

1) semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

. BelanjaDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. BelanjaTidak Langsung
1) semula Rp. 599.115.571.831,81
2) Bertambah/berkurang Rp.  26.019.543.087,45
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah PerubahanRp. 625.135.114.919,26

b. Belanja Langsung
1) semula Rp. 494.650.744.312,19
2) Bertambah/berkurang Rp. 797.681.806,51
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. .495.448.426.118,70

. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenisbelanja :
a. Belanja Pegawal

1) semula Rp. 298.817.433.038,81

2) Bertambah/berkurang Rp.  6.498.728.496,45

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 305.316.161.535,26

b. Belanja Bunga

1) semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Bunga setel ah Perubahan Rp. 0,00
c. BelanjaSubsidi

1) semula Rp.  9.594.585.600,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 9.594.585.600,00

d. BelanjaHibah

1) semula Rp. 67.000.000.000,00



2) Bertambah/berkurang(Rp. _6.319.600.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 60.680.400.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial
1) semula Rp. 99.903.553.193,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 12.615.414.591,00
Jumlah Bantuan sosia setelah Perubahan Rp 112.518.967.784,00

f. BelanjaBagi hasi|
1) semula Rp. 100.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp.  18.225.000.000,00
Jumlah Belanja Bagi hasil setelah Perubahan Rp. 118.225.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan
1) semula Rp. 16.300.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setdah perubahan Rp. 16.300.000.000,00

h. BelanjaTidak Terduga
1) semula Rp. 7.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang(Rp. _5.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp  2.500.000.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenisbelanja :

a. Belanja Pegawai
1) semula Rp. 71.260.911.516,45
2) Bertambah/berkurang(Rp.  5.820.985.105,45)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 65.439.926.411,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) semula Rp. 245.037.605.543,74
2) Bertambah/berkurang Rp. 126.599.717,96
Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 245.164.205.261,70

c. BelanjaModal
1) semula Rp. 178.352.227.252,00
2) Bertambah/berkurang Rp.  6.492.067.194,00
Jumlah Moda setelah Perubahan Rp. 184.844.294.446,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sgumlah Rp. 71.169.860.907,96
1) semula Rp. 90.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang(Rp.  18.830.139.092,04)




Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 71.169.860.907,96

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 33.920.000.000,00
1) semula Rp. 31.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp.  2.920.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 33.920.000.000,00

2. Penerimaan sebagaimanadimaksud padaayat (1) huruf adari jenis pembiayaan :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.169.860.907,96
1) semula Rp. 90.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang(Rp.  18.830.139.092,04)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 71.169.860.907,96

b. Pencairan dana cadangan sgjumlah Rp. 0,00

1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sggumlah Rp. 0,00

1) semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahlan setelah Perubahan
Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sgjumlah Rp. 0,00

1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

1) semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

3. Pengduaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00




b. Penyertaan modal (investasi) pemda sejumlah Rp. 33.920.000.000,00
1) semula Rp. 31.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang  Rp.  2.920.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal Pemda setelah Perubahan  Rp. 33.920.000.000,00

c. Pembayaran pokok hutang seumlah Rp. 0,00
1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00
Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan  Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
1) semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1 Lampiran | :  Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran |1 . Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;

3. Lampiran 111 . Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV . Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program
dan Kegiatan;

5. Lampiran V . Rekapitulass Perubahan Belanja Daerah untuk

Kesdlarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan
Keuangan Negarg;

6. Lampiran VI . Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII :  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VII1I . Daftar  Kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran

sebelumnya vyang belum disdesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX . Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan
dan belanja daerah sebagai |andasan operasional pelaksanaan.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disahkan di M ataram.
padatanggal 20 Oktober 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.M.ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram.
padatangga 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR :



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2008;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



